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ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok masalah, yaitu Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kualitatif. Kerlinger (1973) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis
Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baikoleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (BNPB : 2012). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Mulyanto dkk : 2012).
Berdasarkan hasil pembahasn yang telah dibahas di bab sebelumnya maka disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan.
Pada aspek pencegahan bencana banjir tersebut masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir yang belum ada, pelaksanaan pemantauan rutin yang belum tampak oleh masyarakat serta pelatihan kesigapan belum dirasakan masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat. Perlunya penerapan metode sosialisasi yang lebih praktis sehingga masyarakat lebih mudah memahami.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gubernur Peraturan Kepala Badan   Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008..

ABSTRACT
This research is based on the main problem, namely the Implementation of Flood Disaster Mitigation Policies in Bandung Regency. The pattern of disaster management has a new dimension with the issuance of Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management which was followed by several related implementing regulations, namely Presidential Regulation no. 08 of 2008 concerning National Disaster Management Agency, Government Regulation (PP) no. 21 of 2008 concerning Disaster Management, PP no. 22 of 2008 concerning Funding and Management of Assistance Disaster, Government Regulation no. 23 of 2008 concerning the Participation of International Institutions and Foreign Non-Government Institutions in Disaster Management, Minister of Home Affairs Regulation no. 46 of 2008 and Head of National Disaster Management Agency Regulation no. 3 of 2008 concerning Guidelines for Establishing Regional Disaster Management Bodies.
The research method that the researchers used was survey research with a qualitative approach. Kerlinger (1973) argues that, survey research is research carried out on large and small populations, but the data studied is data from samples taken from the population, so that the occurrences of relative, distribution, and relationships between sociological variables and psychological.
Natural disasters are events or a series of events that threaten and disrupt the lives and livelihoods of people caused by both natural and non-natural factors and human factors resulting in human casualties, environmental damage, property losses and psychological impacts (BNPB: 2012). Natural disasters are disasters caused by events or a series of events caused by nature such as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, floods, droughts, hurricanes and landslides (Mulyanto et al: 2012).
Based on the results of the discussion discussed in the previous chapter, it was concluded that the implementation of the Flood Disaster Mitigation Policy by BPBD in Dayeuhkolot Village, Bandung Regency had not run optimally, there were still problems and obstacles faced in the implementation. This is indicated by Flood Disaster Prevention, Flood Disaster Emergency Management, flood disaster Rehabilitation and Reconstruction are still found many problems.
Problems in the flood prevention are still encountered problems such as the implementation of maps of disaster-prone areas, especially floods that do not yet exist, the implementation of routine monitoring that has not been seen by the community and preparedness training has not been felt by the community so that prevention and handling of disasters have not been fully felt by the community. The need for the application of more practical methods of socialization so that people are easier to understand.
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[bookmark: _GoBack]DAFTAR PUSTAKA


Buku 
Abidin, Said Zainal. 2004. Cetakan Kedua. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta:     Yayasan Pancur Siwah. 
Herdianyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. 
Hosio, Jusach Edi. 2007. Cetakan Kedua. Kebijakan Publik Dan Desentralisasi: Esai-Esai Dari Sorong.Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta. 
Hutomo. (1999). Cetakan Keempat. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara. 
Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Cetakan Kesebelas Bumi Aksara. 
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Public Analisys. Yogyakarta: Gava Media. 
Keban, Yeremias. T, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media. 
Lubis, Solly. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju. 
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori, dan Praktek. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: Alex Media Komputindo. 
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset. 
Sjahrir. 1987. Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi. Jakarta: LP3ES. 
Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
___________ 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Suharto, Edi. 2008. Cetakan Keempat. Analisis Kebijakan Publik.Bandung: CV. Alfabeta. 
______________________. Kebijakan Publik Yang Membumi. Jakarta: Lukman Offset. 
T. Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik.Yogyakarta: Gava Media. 
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman    Offset..
Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyudi, Isa. et al. 2008. Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis. Malang: In-Trans Publishing. 
Warpani, S. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung: Penerbit ITB.
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia. 
Wibowo, S.S. 2016 Slide Presentasi: Expert Forum Intelektual: Catatan Kritis Transportasi Bandung. HTI Bandung Raya.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media 
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 

Peraturan Perundang-undangan: 
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP
Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana,
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



 


image1.emf

